
 



XEPUTI'SAIV I<EPAI,A I(AIITOR WILAYAII SEMENTERIAN AGA.I}IA
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR 2793 TAIIUIY 2017
TEI{TANG

PEMBERIAIC IZIN PEI{DIRIAI{ / OPERASIONAI
MADRASAII TSAI{AWTSAIT MUIIAMMADIYAII 04 GEMBUK I<ABUPATEI{ PACITA]T

PRO\/II{SI JAWA TIMUR

DEIVGAW RNIMAT TI'IIAN YANG MAHA DSA

X.EPALA XAITTOR WILAYAII I{EMDITTERIAIY AGAMA PROVIIISI .'AWA ?IMUR,

Mcnilnbang ba,hwa dalam rangka meningkatkan akscs pcndidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melalui or.ganisasi berbadan hukum untuk
menyelenggaJal<an madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

bahwa masa berlahu izin operasional/pendirian madrasarh
sebagaimana tercantum daiam La]npiran Keputusan ini telah
habis;

bahwa madrasall sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendiiian/operasional madrasah berdasarkan Rekomendasi
dati Kepala Kantor Kementerian Agama KABUPATEN
PACITAN Nomo. : B. 4910 /Kk.13.01.2/PP.O0/1I/2016
Tanggal 18 November 2016;

bahrva beadasarkan pefiimbangan sebagaimana dimaksud
dalarn huruf a huruf b dan humf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor wilai'ah Kemente rian Agama
Provinsi Jawa Timur tentang Perpaniangan Izirl
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2.

Mengingat

Pendirian/ O perasional MADRASAH TSANAWryAH
MUHAMIViADIYAH 04 GEMBUK KABUPATEN PACITAN
Provinsi Jalva Timur.

Undang Undang Nomor 20 'lahun 2003 tentang Sistcm
Pendidikan Nasional {Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Tahu11 2003 Nomo. 78, Tambahan kmbaJan Negara Republik
Indonesia Nomor 4301);

Pelaturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik IDdonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan l€obaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor' 13 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemeiintalt Nomor 19
Talun 2005 tentang Standa. Nasional Pendidikan {Ifmbaran
Negara Republi]< Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambatlan
Lembaran Negara Republil< Indonesia Nomor 5670);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2008 Nomor 91, Tanbaian lambaran Negara Rcpublik
Indonesia Nomor 4864);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tettang
Pengelolaan dafl Penyelenggaraan Pendidikan (l,embaran
Negara Republik lndonesia Tahun 2010 Nomor 23, TambahaD
Irmbaran Negaia Republik Indonesia Nomor 5150)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemedntai Nomor 17 Tahun 2010 tentarlg Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republil<
Indonesia Tal-lun 2010 NoDor 112, Tanbahan lrnlbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan MeDteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana da11 Prasarana Untlk Sekolah
Dasar/Madrasah lbtidaiyah, Sekolah Menengah
Perla ra/Madrasah Tsanawijrah, d.rn Sekolah l4eoengah
Atas/ Madrasah Aliyah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 151hhun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Peodidikan dan Kebudayaan Nomo.23 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Pe.aturan Mented Pendidikan
Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan
Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;

Peratulan Mented Agama Nor:llor'90 Tahun 2013 tentang
Penyelengga.aan Perdidikan Madrasah, sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Ment€ri Agama Nomor 66 Tahun
2016 tentang Perubalun Kedua Atas Peraturan Menteri Agama
Nomor 90 'fahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pe{didikan
Madrasah;

Keputusan Dii:ektur Jelderal Pendidikan Islam Nomor 1385
Tahun 2014 tentang Petunjuk'leknis Pendirian Madrasalr
Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat;

Kcputusan Dtektur Jendcral Pcndidikan Islam Nomor 5B85
Tahur 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin
Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Penggarti
Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat
Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
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Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETTGA

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KEPAI,A IiANTOR WII-AYAH KEMENTERIAN AGAMA
TENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRLAN / OPERASIONAI
MADRASAH TSANAWIYAH MUHAMMAI]IYAH 04 GEMBUK
K.{BUPATEN PACITAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Memberikan perparljalgal izin pendirian/opelasional nadrasah
kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak te4)isahkan dari Keputusan ini.

Pemberian izin operasional sebagaimana dinaksud dalam Dihum
KESATU dapat dicabut apabila mad.asah yang bersargkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentual peraturan
pe4rndang-undangan;

(eputusan ini mulai berlaku pada tangtqal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoado
pada tanggal 16 Mei 2017

KANTOR WTT,AYAH
AGAMA

JAWA TIMUR,

eNRtq
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I.lMPIRAN
KEPL N SAA KI. PALA XANTOR
WLAYAH XEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 2793 TAHUN 2017
IENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN/OPERASIONA]-
MADRASAH TSANAWIYAI,I MUHAMMADryAH

3i#""YtBMu,I**"PArEN 
PACIrAN PRoVINSI

IDBNTITAS MADRASA].I YANG DIBERIKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

KANTOR WILAYAH

AWA TIMUR,

1 Nama Madresah MUHAMMADryAH 04 GEMBUK

2 Nomor Statistik Madra sa h 121235010012

3 Alamat Madrrsrh DSN. KRA.]AN

DESA GEMRI ]K

KECAMATAN KEBONAGUNG

I{-ABUPATEN PACTTAN

PRO\'INSI JAWA TIMUR

4 Nama Organisasi Penyelenggata MUHAMMADIYAiI

5 Akte Notaris Organisasi

Pcnyclenggara

NO. 285, DR. H. TTAEDAR NASHIR, M,Si

6 Pengesahat] qkle Nota,ris

Organisasi Penyelenggara

AHU-88.AtI.0 1.07.TAHUN 20 10/

23 JUNI 2010
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